
73 

Universitas Bhayangkara Jaya 

DAFTAR REFERENSI 

Diana, Anastasia., Setiawati, Lilis. (2014). Perpajakan-Teori dam Peraturan 

Terkini. Yogyakarta: Andi. 

Darwin. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Mitra Wacana 

Media. 

Lestari, Anastasya Putri. (2015). Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebelum dan Sesudah 

berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Restribusi Daerah (PDRD). Yogyakarta. 

Mardiasmo. (2011). Perpajakan, Edisi Revisi 2011. Yogyakarta: Andi. 

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan 

Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan  

Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pajak Bumi dan Banguan 

Perdesaan dan perkotaan. 

Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Meteri Dalam Negeri Nomor 

15/PMK.07/2014 Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Tahapan Persiapan dan 

Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

sebagai Pajak Daerah.  

Rasid, Chirstin Natalia. (2015). Analisis Penerapan PERDA No. 20 Tahun 2012 

Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 

Pada Pemerintah Kabupaten Sorong. Sorong. 

Ratuela, Gilbert Jacob, dkk. (2015). Evaluasi Pelaksaanaan Pemungutan dan 

Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(PBB-P2) sebagai Pajak Daerah di Kota Bitung. Manado. 

Resmi, Siti. (2013). Pengantar Perpajakan dan kasus, Edisi Ketujuh. Jakarta: 

Salemba Empat. 

Safitri, Lina Ayu, dkk. (2015). Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan 

(PBB) Pasca UU No. 28 Tahun 2009 Tentang PDRD (Studi Kasus Kabupaten 

Sukoharjo). Surakarta. 

Sari, Diana (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Aditama. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah. 

Analisis Penerapan..., Wiranti, Fakultas  Ekonomi 2016



74 
 

Universitas Bhayangkara Jaya 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 perubahan ketiga atas 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan. 

Vitriana, Masfita, dkk. (2012). Perencanaan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam 

mempersiapkan Pengalihan PBB-P2 sebagai Pajak Daerah. Malang. 

Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Edisi 9. Jakarta: Salemba Empat. 

http://bekasikota.go.id (diakses 23 Juni 2016 / 20:48) 

http://bekasikota.bps.go.id/index.php/publikasi (diakses 16 Juni 2016 / 21:235) 

http://bekasikota.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/3 (diakses 16 Juni 2016 / 21:38) 

http://id.wikipedia.org/wiki/kota_bekasi (diakses 16 Juni 2016 / 21:15) 

http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167/-artikel-pajak/12252-

pendaerahan-pbb (diakses 19 Juli 2016 / 17:15) 

http://www.pajak.go.id  (diakses 16 Juni 2016 / 21:20) 

Analisis Penerapan..., Wiranti, Fakultas  Ekonomi 2016

http://bekasikota.go.id/
http://bekasikota.bps.go.id/index.php/publikasi
http://bekasikota.bps.go.id/linktabelstatis/view/id/3
http://id.wikipedia.org/wiki/kota_bekasi
http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167/-artikel-pajak/12252-pendaerahan-pbb
http://www.bppk.depkeu.go.id/publikasi/artikel/167/-artikel-pajak/12252-pendaerahan-pbb
http://www.pajak.go.id/



